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ABSTRAK

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam
penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah
digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan
masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka.
Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para
ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan
dan praktek hukum di banyak negara. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah
keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak
pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya di
masa yang akan datang. Penyelesaian dengan keadilan restoratif pada perkara pidana yang
telah membuat kegaduhan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan
penerapan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Kata Kunci : Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana
ABSTRACT

Restorative Justice is a new model of approach in resolving criminal cases. This
restorative justice approach model has actually been used in several countries with a focus
on its approach to perpetrators, victims and the community in the process of resolving
legal cases that occur between them. Although this approach model is still widely debated
at a theoretical level by experts, in reality it continues to grow and exist and influence
legal policy and practice in many countries. The justice that has been taking place in the
criminal justice system in Indonesia is retributive justice, while what is hoped for is
restorative justice, namely a process where all parties involved in a particular criminal act
work together to solve problems, how to deal with the consequences in the future.
Settlement using restorative justice in criminal cases that have caused upheaval or
inconvenience to the community is restored by implementing resolution through restorative
Justice.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System

A. PENDAHULUAN

itusendiri. Proses peradilan pidana diubah

Gagasan  pendekatan  keadilan dengan menitikberatkan proses dialog dan
restorative justice yang lebih mediasi  untukmencapai  kesepakatan
menitikberatkan pada situasiyang penyelesaian perkara pidana yang lebih

menciptakan keseimbangan dan keadilan
bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban
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seimbang dan adil bagi pihakkorban dan
pelaku.  Restorative  Justice  sendiri
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mempunyai arti memulihkan keadilan,
danrehabilitasi disini mempunyai arti yang
lebih luas daripada yang dikenal dalam
proses pidanasehubungan dengan ganti
rugi atau ganti rugi kepada korban. Konsep
keadilan  restorative  justice tentang
pemulihan hubungan antara pihak korban
dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat
dipulihkan kembeali berdasarkan
kesepakatan bersama antara
korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak
korban dapat melaporkan kerugian yang
dideritanya dan pelaku diberi kesempatan

untuk  mengganti  kerugian  melalui
mekanisme ganti rugi, kerja sosial,
perdamaian, maupun kesepakatan

lainnya.Hal ini penting, mengingat proses
pemidanaan secara tradisional tidak
memberikan ruang kepada pihak yang
terlibat, dalam hal inikorban dan pelaku
untuk berperan aktif dalam penyelesaian
masalah mereka. Pada akhir-akhir ini
terlihat seolah-olah hanya pengadilan
tempat yangpaling baik untuk
menyelesaikan masalah (konflik) hukum
dan mencarikeadilan. Sehingga, setiap
indikasi adanya tindak pidana, tanpa
memperhitungkan eskalasi perbuatannya,
akan terus digulirkan ke ranah penegakan
hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para
penegak hukum. Partisipasi aktif dari
masyarakat seakan tidak menjadi penting
lagi, semuanya hanya bermuara pada
putusan  pengadilan  dalam  bentuk
pemidanaan (punishment) tanpa melihat
esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan
pidana pihak-pihak yang berperan adalah
penuntut umum, hakim, terdakwa, dan
penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak
korban diwakili oleh penuntut umum dan
untukmenguatkan pembuktian lazimnya
yang  bersangkutan  dijadikan  saksi
(korban)!

Keadilan restoratif adalah proses
penyelesaian pelanggaran hukum yang
dilakukan dengan mempertemukan korban

! Bambang  Waluyo,

Perlindungan  Saksi dan  Korban,
SinarGrafika, 2011), hlm 8.

Viktimologi
(Jakarta:
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dan pelaku, dalam pertemuan tersebut,
mediator memberi kesempatan kepada
para pelaku untuk memberikan gambaran
yang jelas tentang tindakan yang telah
dilakukannya. Konsep  pendekatan
restoratif muncul sebagai alternatif,
dimanapendekatan restoratif merupakan
pengembangan pemikiran manusia yang
didasarkan pada tradisi peradilan dalam
penyelesaian masalah tindak pidana.
Penyelesaian permasalahan bagi pelaku
tindak pidana bagi pelaku dan korban.
Adanya konsep keadilan restoratif ini
dapat diketahui keadilan yang seperti apa
yang tepat untuk diberikan bagi pelaku
tindak pidana, serta pemidanaan yang akan
didapat. Keadilan restoratif —memuat
prinsip dasar yaitu melakukan perdamaian
di lvar bagi pelaku tindak pidana
(keluarganya) terhadap korban dan
memberikan kesempatan kepada pelaku
untuk memperbaiki perbuatannya
Mengusahakan  penyelesaian ~ masalah
antara pelaku dan korban tersebut dalam
hal tercapainya kesepakatan antara para
pihak. Kemudian, keadilan restoratif
memiliki  tujuan  untuk  meletakkan
keputusan kepada pihak-pihak yang paling
terlibat dalam perkara pidana,
memfokuskan ~ hukum  lebih  pada
pemulihan, dan idealnya serta lebih
berkembangnya hukum dan mengurangi
kemungkinan permusuhan atau masalah
lain di masa depan *

B. PEMBAHASAN
1. Perkembangan Keadilan Restoratif
Dalam Sistem Hukum Indonesia
Umbreit dalam tulisannya
menjelaskan bahwa “Restorative justice is
a ‘“victim-centered response to crime that
allows the victim, the offender, their

2 Marlina, (2010). Pengantar Konsep
Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum
Pidana. Medan: USU Pre

3 Achmad Ali. (2006). Menguak Tabir
Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan
Sosiologis). Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 26



Je

e-ISSN : 2986-1624

Jurnal Profile Hukum
Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli 2025

families, and representatives of community
to address the harm caused by the crime”.
(Terjemahan bebas: Keadilan restoratif
adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak
pidana yang berpusatkan pada korban yang
mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,
keluarga-keluarga mereka, dan para
perwakilan  dari  masyarakat untuk
menangani kerusakan dan kerugian yang
diakibatkan oleh tindak pidana)* Terhadap
pandangan tersebut Daly menyebutkan,
bahwa konsep umbreit tersebut
memfokuskan  kepada  “memperbaiki
kerusakan dan kerugian yang disebabkan
oleh tindak pidana” yang harus ditunjang
melalui konsep restitusi, yaitu
“mengupayakan  untuk = memulihkan
kerusakan dan kerugian yang diderita oleh
para  korban tindak pidana  dan
memfasilitasi  terjadinya perdamaian’
Dengan demikian tepatlah yang dikatakan
oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya
keadilan restoratif adalah suatu konsep
penyelesaian suatu tindak pidana tertentu
yang melibatkan semua pihak yang
berkepentingan  untuk  bersama-sama
mencari pemecahan dan sekaligus mencari
penyelesaian dalam menghadapi kejadian
setelah timbulnya tindak pidana tersebut
serta bagaimana mengatasi implikasinya di
masa datang® .

Menurut United Nations Olffice on
Drugs and Crime (UNODC), bahwa yang
dimaksud dengan keadilan restoratif
adalah pendekatan untuk memecahkan
masalah, dalam berbagai bentuknya,
melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial
mereka, badan-badan peradilan dan
masyarakat (United Nations Office on

4 Mark Umbreit. (2014). Family Group
Conferencing: Implications for Crime Victims,
The Center for Restorative Justice. Minnesota:
St. Paul.

5 Kathleen Daly. (2016). Restorative
Justice in Diverse and Unequal Societies, Law
in Context: A Socio-legal Journal. Vol.17,
No.1

¢ Tony Marshall. (1999). Restorative An
Overview. London: Home Office Research
Development and Statistic
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Drugs and Crime, 2016). Keadilan
restoratif didasarkan pada prinsip dasar
bahwa perilaku kriminal tidak hanya
melanggar hukum, tetapi juga melukai
korban dan masyarakat. Setiap upaya
untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku

kriminal harus, bila memungkinkan,
melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang
terluka, selain  menyediakan  yang

dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa
bantuan dan dukungan’ Sedangkan
menurut Sarre: “..., restorative justice is
concerned with rebuilding relationships
after an offence, rather driving a wedge
between offenders and their communities,
whichis the hallmark of modern criminal
Jjustice systems™ . (Terjemahan bebas:
Keadilan restoratif berkaitan dengan
bagaimana membangun kembalihubungan
setelah terjadi suatu tindak pidana,
bukannya membangun tembok pemisah
antara para pelaku tindak pidana dengan
masyarakat mereka, yang merupakan
hallmark (tanda/ karakteristik) dari sistem-
sistem peradilan pidana modern). Dari
pendapat Sarre tersebut, dapat dikatakan
bahwa konsep dasar pendekatan restoratif
berupa tindakan untuk “membangun
kembali hubungan yang rusak akibat
tindak pidana” telah lama dikenal dan
dipraktikkan didalam hukum adat yang
berlaku di Indonesia. Dengan perkataan
lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar
tuyjuan  pendekatan  restoratif, yaitu
“memulihkan keadaan pada keadaan
semula sebelum terjadinya konflik” adalah
identik dengan filosofi “mengembalikan
keseimbangan yang terganggu” yang
terdapat dalam hukum adat Indonesia.

Dari berbagai pendapat para ahli di
atas, maka dapat didefinisikan bahwa
keadilan restoratif adalah pada prinsipnya
merupakan suatu pendekatan yang dipakai

7 Rocky Mabun. (2017). Restorative
Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa
Depan. Jakarta: Rajawali Pers.

8 Rick Sarre. (2013). Restorative
Justice: A Paradigm of Possibility, Colorado:
Westview.
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untuk menyelesaikan masalah di luar
pengadilan ~ dengan  mediasi atau
musyawarah dalam mencapai suatu

keadilan yang diharapkan oleh para pihak
yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta
korban tindak pidana untuk mencari solusi
terbaik yang disepakati oleh para pihak.
Dalam hal ini keadilan restoratif
mengandung arti yaitu keadilan yang
direstorasi atau dipulihkan. Masing masing
pihak yang terlibat dalam suatu tindak

pidana diberikan kesempatan untuk
bermusyawarah, keadilan restoratif
menekankan pada kesejahteraan dan

keadilan. Korban tindak pidana berhak
menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak
pidana yaitu kerugian yang telah
dideritanya, sedangkan pelaku tindak
pidana wajib mengganti kerugian yang
disebabkan olehnya kepada korban. Unsur-
unsur yang mendasari  pendekatan
restoratif berfokus bahwa korban sebagai
pihak yang mengalami dampak kerugian
atau kerusakan yang timbul akibat
terjadinya suatu tindak pidana memiliki
hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam
proses penyelesaian dan pemulihan tindak
pidana tersebut. Pemahaman tersebut
membawa konsekuensi logis terhadap
makna dan pengertian tindak pidana yang
bukan lagi harus dipandang sebagai suatu
perbuatan melanggar hukum yang harus
diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu
perbuatan yang harus dipulihkan melalui
ganti rugi atau jenis sanksi lain yang
sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.
Berlandaskan kepada Teori Keadilan yang

dikemukakan oleh Aristoteles dimana
keadilan itu diklasifikasikan sebagai
berikut:

Keadilan Kumulatif adalah

perlakuan terhadap seseorang yang tidak
melihat jasa yang dilakukannya, yakni
setiap orang mendapat haknya. Keadilan
Distributif adalah perlakuan terhadap
seseorang sesuai dengan jasanya yang
telah dibuat, yakni setiap orang mendapat
kapasitas dengan potensi masing-masing.
Keadilan Vindikatif adalah perlakuan
terhadap seseorang sesuai kelakuannya,
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yakni sebagai balasan kejahatan yang
dilakukan’. Aristoteles mengawali teorinya
dengan  menyebut  kebaikan  yang
berintikan  kebahagian. Inilah  etika
Aristoteles yang terdalam dari eksistensi
kemanusiaan. Tujuan hidup manusia itu
untuk mencapai kebahagiaan dalam arti
material dan spiritual bagi semua orang.
Untuk dapat mencapai kebahagiaan ini
menurut Aristoteles, harus dipenuhi tiga
hal yaitu:

Manusia harus memiliki harta
secukupnya agar hidupnya terpelihara;
Persahabatan, karena  menurut ia,
persahabatan suatu alat yang terbaik untuk
mencapai kebahagiaan; dan Keadilan,
keadilan dilihat dari dua segi, pertama
keadilan dalam arti pembagian
barangbarang yang seimbang, relatif sama
menurut keadaan masing-masing, dan
kedua, adalah keadilan hukum dalam arti
memperbaiki kerusakan yang
ditimbulkan'® . Berkaitan dengan uraian
tersebut terdapat suatu pemikiran yang
mendasari timbulnya prinsip keadilan
restoratif yaitu keadilan hukum dalam arti
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
Di berbagai negara, ketidakpuasan dan
frustasi dengan sistem peradilan formal
atau kepentingan dalam melestarikan dan
memperkuat hukum adat serta praktik
peradilan tradisional telah menyebabkan
panggilan untuk respon alternatif untuk
kejahatan dan kekacauan sosial.

Banyak alternatif ini menyediakan
pihak yang terlibat, dan sering juga
masyarakat sekitar, kesempatan untuk
berpartisipasi dalam penyelesaian konflik
dan menangani konsekuensinya. Program
keadilan restoratif didasarkan juga pada
pemikiran bahwa pihak yang berkonflik
harus juga turut serta terlibat aktif dalam
menyelesaikan dan mengurangi

° Tony Marshall. (1999). Restorative An
Overview. London: Home Office Research
Development and Statistic Directorate

10 Aristoteles. (2009). The Nicomachean
Ethics, Ed. David Ross. New York: Oxford
University Press
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konsekuensi negatif. Keadilan restoratif
juga didasarkan, dalam beberapa kasus,
pada keinginan untuk kembali ke
pengambilan keputusan dari masyarakat
setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga
dilihat sebagai sarana untuk mendorong
ekspresi damai konflik, untuk
mempromosikan toleransi dan inklusivitas,
membangun penghargaan atas keragaman
dan menerapkan praktik masyarakat yang
bertanggungjawab (United Nations Office
on Drugs and Crime. Dengan demikian
sejarah keadilan restoratif timbul karena
tidak adanya kepuasan dari suatu proses
sistem peradilan pidana yang telah ada,
dimana dirasakan kurang memenuhi apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena
dalam suatu proses sistem peradilan pidana
pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak
dilibatkan melainkan hanya melibatkan
antara pelaku dengan negara. Korban dan
masyarakat tidak  dilibatkan  dalam
penyelesaian konflik, berbeda dengan
prinsip keadilan restoratif dimana korban
dengan masyarakat pun ikut dilibatkan
dalam penyelesaian konflik. Di Indonesia
perkara pidana diselesaikan melalui sistem
peradilan pidana. Sistem peradilan pidana
menurut Mardjono Reksodiputro adalah
sistem dalam suatu masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan'!.

Tujuan sistem peradilan pidana
yaitu: Mencegah masyarakat menjadi
korban kejahatan Menyelesaikan kasus
kejahatan yang terjadi sehingga
masyarakat puas bahwa keadilan telah
ditegakkan dan salah dikenakan pidana,
serta Mengupayakan agar mereka yang
telah melakukan tindak pidana tidak akan
mengulanginya kembali Namun demikian
jika  dihubungkan  dengan  sejarah
timbulnya prinsip keadilan restoratif, maka
sistem peradilan pidana tidak dapat
berjalan seperti yang diharapkan, karena

11

Mardjono Reksodiputro. (2013).
Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat
Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum
Dalam Batas — Batas Toleransi). Jakarta :
Fakultas Hukum Unversitas Indonesia
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gagal memberi ruang yang cukup pada
kepentingan para calon korban dan para
calon terdakwa, dengan kata lain sistem
peradilan pidana konvensional sekarang
ini di berbagai Negara di dunia kerap

menimbulkan ketidakpuasan dan
kekecewaan'? .
Menurut Eva Achjani Zulfa,

menyatakan paradigma yang dibangun
dalam sistem peradilan pidana saat ini
menentukan bagaimana negara harus
memainkan  peranannya  berdasarkan
kewenangan yang dimilikinya, negara
memiliki otoritas untuk mengatur warga
negara melalui organ-organnya. Bahwa
dasar dari pandangan ini menempatkan
Negara sebagai pemegang hak menetapkan
sejumlah norma yang berlaku dalam
hukum pidana (ius punale) dan hak
memidana (ius puniendi) sebagai bentuk
penanganan suatu tindak pidana yang
terjadi  dalam  masyarakat.  Namun
demikian, penggunaan lembaga hukum
pidana sebagai alat penanganan konflik
menempatkan dirinya sebagai mekanisme
terakhir yang dimana lembaga lain tidak
dapat menjalankan fungsinya untuk
menangani konflik yang terjadi, dengan
demikian hukum pidana bersifat ultimum
remidium.

Eva Achjani Zulfa melanjutkannya
pernyataannya yaitu implikasi  dari
pemikiran tersebut adalah pendefinisian
kejahatan sebagai suatu serangan terhadap
Negara berdasarkan aturan perundang-
undangan yang dibuatnya sehingga
kejahatan merupakan konflik antara pelaku
kejahatan dengan Negara. Hal ini selaras
dengan pernyataan Mardjono

12 Eriyantouw Wahid. (2019). Keadilan
Restoratif Dan  Peradilan  Konvensional
Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas
Trisaksi

3 Eva Achjani Zulfa. (2011).
Restorative Justice Dan Peradilan Pro-
Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban
Dalam  Restorative  Jusctice. Jakarta:
Kerjasama antara Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban Dengan Departemen
Kriminologi FISIP UI
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Reksodiputro, yaitu kejahatan diartikan
sebagai pelanggaran atas hukum pidana,
dalam undangundang pidana maupun
ketentuan-ketentuan pidana dalam
peraturan perundang-undangan lainnya,
dirumuskan perbuatan atau perilaku yang
dilarang dan diancam dengan hukuman
(pidana).

Menurut Mardjono Reksodiputro,
kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah
laku manusia, yang ditentukan oleh
sikapnya (attitude) dalam menghadapi
suatu situasi tertentu. '* Definisi kejahatan
amat sering sekali ditentukan oleh dan
untuk  kepentingan ~ mereka  yang
“mengendalikan hukum”, yaitu kelompok
tertentu yang memegang kendali kuasa.
Hukum pidana yang menjadi acuan
menentukan suatu kejahatan, menurut
Mardjono Reksodiputro sebagai suatu
reaksi terhadap perbuatan ataupun orang
yang telah melanggar normanorma moral
dan hukum dan arena itu telah mengancam
dasar-dasar pemerintahan, hukum,
ketertiban dan kesejahteraan sosial, para
pelaku kejahatan dianggap telah tidak

memperdulikan  kesejahteraan ~ umum,
keamanan dan hak milik orang lain.
Dengan demikian atas dasar

perlindungan kepada warga negara-lah
yang berhadapan dengan pelaku kejahatan,
dari sinilah muncul posisi korban sebagai
pihak yang pada dasarnya paling dirugikan
terkait suatu tindak pidana kehilangan
perannya. Hal tersebut di atas juga selaras
dengan Gandjar L. Bondan, yang
menurutnya keadilan restoratif secara
teoritis dan praktis dapat dipakai dalam
penyelesaian suatu tindak pidana, Gandjar
menjelaskan sebagai berikut'® : “Dalam
kerangka filosofis, hadirnya pendekatan

14

Mardjono Reksodiputro. (2013).
Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat
Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum
Dalam Batas — Batas Toleransi). Jakarta :
Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.

5 Gandjar L.Bondan. (2011). Reparasi
dan Kompensassi Korban dalam Restorative
Justice. Jakarta: LPSK
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keadilan restoratif dalam hukum pidana
bukan bertujuan untuk meng abolisi
hukum pidana, atau melebur hukum
pidana dan hukum perdata, karena
pendekatan Restorative Justice yang
mengutamakan jalur mediasi antara korban
dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif
justru mengembalikan fungsi hukum
pidana pada jalurnya semula yaitu pada
fungsi ultimum remediumm, suatu senjata
pamungkas bilamana upaya hukum lain
sudah tidak dapat lagi digunakan dalam
menghadapi suatu tindak pidana dalam
masyarakat. Dalam  tataran  praktis
penanganan dan penyelesaian perkara
pidana dengan menggunakan pendekatan
keadilan restoratif menawarkan alternatif
jawaban atas sejumlah masalah yang
dihadapi dalam sistem peradilan pidana,
misalnya proses administrasi peradilan
yang sulit, lama, dan mahal, penumpukan
perkara/putusan pengadilan yang tidak
menampung kepentingan korban.”
Dengan demikian keadilan restoratif ada
sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan
atau kegagalan sistem peradilan pidana.
2. Prinsip Keadilan Restoratif Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana

Prinsip keadilan restoratif bukan
merupakan hal yang relatif baru di
Indonesia  karena sebagai model
penyelesaian sengketa yang merupakan
salah satu jenis pemidanaan alternatif
dalam sistem hukum pidana sejalan
dengan tujuan sanksi pidana menurut
konsep hukum adat, yaitu mengembalikan
keseimbangan  kosmis, keseimbangan
antara dunia lahir dengan dunia gaib,
untuk mendatangkan rasa damai antara
sesama warga masyarakat atau antara
anggota masyarakat dengan
masyarakatnya'® Di samping itu
pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam
arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan
adil baik oleh terhukum maupun oleh
korban dan oleh masyarakat, sehingga

16 T Made Widnyana. (2013). Hukum
Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum
Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.
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dengan demikian gangguan,
ketidakseimbangan atau konflik tersebut
akan menjadi sirna. Teori pemidanaan
alternatif keadilan restoratif sangat sesuai
dengan tradisi, kebiasaan dan budaya
masyarakat Indonesia yang telah lama
berkembang dan dipraktekkan di Indonesia
melalui representasi kehidupan masyarakat
hukum adat di Indonesia yang sampai saat

ini masih menunjukkan eksistensinya
dalam realitas kehidupan masyarakat
Indonesia ~ melalui  nilainilai  luhur

“musyawarah untuk mencapai mufakat”
Keadilan restoratif adalah proses
penyelesaian pelanggaran hukum yang
dilakukan dengan mempertemukan korban
dan pelaku, dalam pertemuan tersebut,
mediator memberi kesempatan kepada
para pelaku untuk memberikan gambaran
yang jelas tentang tindakan yang telah
dilakukannya !7. Konsep pendekatan
restoratif muncul sebagai alternatif,
dimana pendekatan restoratif merupakan
pengembangan pemikiran manusia yang
didasarkan pada tradisi peradilan dalam
penyelesaian masalah tindak pidana.
Penyelesaian permasalahan bagi pelaku
tindak pidana bagi pelaku dan korban.
Adanya konsep keadilan restoratif ini
dapat diketahui keadilan yang seperti apa
yang tepat untuk diberikan bagi pelaku
tindak pidana, serta pemidanaan yang akan
didapat. Keadilan restoratif —memuat
prinsip dasar yaitu melakukan perdamaian
di luar pengadilan bagi pelaku tindak
pidana (keluarganya) terhadap korban dan
memberikan kesempatan kepada pelaku
untuk memperbaiki perbuatannya
Mengusahakan  penyelesaian  masalah
antara pelaku dan korban tersebut dalam
hal tercapainya kesepakatan antara para
pihak. Kemudian, keadilan restoratif
memiliki  tujuan  untuk  meletakkan
keputusan kepada pihak-pihak yang paling
terlibat dalam perkara pidana,
memfokuskan ~ hukum  lebih  pada

17 Marlina. (2010). Pengantar Konsep
Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum
Pidana. Medan: USU Press.
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pemulihan, dan idealnya serta lebih
berkembangnya hukum dan mengurangi
kemungkinan permusuhan atau masalah
lain di masa depan'®

Masyarakat  Indonesia  sudah
mengenal konsep keadilan restoratif dalam
kebiasaan masyarakat, common law.
Sebelum  dibentuk peraturan  khusus
tentang konsep keadilan restoratif, negara

yang terkenal dengan Pancasila
sebenarnya sudah mempunyai konsep
keadilan  restoratif.  Indonesia  telah

menjunjung tinggi prinsip musyawarah
sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan
segala persoalan yang ada di bangsa ini.
Musyawarah ini sebagai bukti bahwa
konsep keadilan restoratif —memang

berkembang  di Indonesia. Hasil
musyawarah akan dicapai kesepakatan
yang  win  -win  solution,  tidak

menimbulkan kerugian salah satu pihak.
Pemanfaatan  sanksi  pidana  yang
dikenakan kepada pelanggar mesti sesuai
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang
beradab. Di samping itu, pidana
dimanfaatkan untuk meningkatkan
pemahaman untuk sang pelanggar agar
hendak menerapkan nilai-nilai
kemanusiaan serta nilai-nilai pergaulan
hidup  bermasyarakat. =~ Mengutamakan
perdamaian secara musyawarah untuk
mencapai mufakat ialah ~mekanisme
integral dalam kehidupan warga di
Indonesia.  Pembaharuan  hukum di
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
keadaan objektif warga Indonesia yang
menjunjung nilai-nilai  hukum agama
disamping hukum adat sehingga butuh
digali produk hukum yang bersumber serta
berakar pada nilai-nilai budaya, moral
serta keagamaan. Penyelesaian tindak
pidana biasa yang bermotif ringan bisa
ditempuh dengan mediasi penal diucapkan
pendekatan keadilan restoratif, yaitu
menitikberatkan pada terdapatnya

18 Achmad Ali. (2006). Menguak Tabir
Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan
Sosiologis). Bogor: Ghalia Indonesia
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partisipasi langsung dari pelaku tindak
pidana, korban serta masyarakat maupun
pihak dengan memaknai tindak pidana.
Keadilan restoratif pula dapat menjadi
suatu konsep kerangka berfikir yang baru
yang bisa digunakan dalam merespon
sesuatu tindak pidana untuk penegak
hukum di Indonesia. Keadilan restoratif
melibatkan masyarakat, korban serta
pelaku. Tujuannya adalah sebagai upaya
agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh
pihak. Sehingga dapat terciptanya rasa
keadilan bagi masyarakat yang
menyatakan  kebebasan  berpendapat.
Tetapi menurut penulis, konsep keadilan
restoratif sebaiknya tidak diberlakukan dan
tidak diterapkan pada perkara-perkara
yang memang bersifat memecah belah,
mengandung SARA, radikalisme, dan juga
separatisme.

Pendekatan  keadilan  restoratif
dalam penyelesaian suatu tindak pidana
memberikan kesempatan kepada para
pihak yang terlibat khususnya pelaku dan
korban untuk turut berpartisipasi dalam
penyelesaian perkara sehingga terjadinya
pengalihan fungsi pelaku dan korban
dimana dalam hukum acara pidana
konvensional, pelaku dan korban hanyalah
berfungsi sebagai saksi dalam
penyelesaian perkara yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum. Perspektif tersebut
telah menciptakan pembaharuan dalam
penyelesaian suatu perkara. Menjatuhkan
pidana terhadap pelaku yang secara hukum
dianggap bersalah atas suatu tindak pidana
tidak menjamin terpenuhinya kepentingan
korban dan memberikan efek jera terhadap
pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku
dan korban yang diterapkan dalam
keadilan retoratif tentu dapat mencapai hal
tersebut, bahwa antara pelaku dan korban
akan memilih bentuk penyelesaian perkara
yang memenuhi kepentingan keduanya
dimana keadilan restoratif berupaya untuk
menekankan tanggung jawab pelaku atas
perilakunya yang menyebabkan kerugian
orang lain. Maka dalam penerapan konsep
keadilan restoratif, para penegak hukum
terutama  aparat  kepolisian  harus
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mengedepankan upaya edukatif dan
persuasif supaya tidak terjadi dugaan
kriminalisasi pada orang yang dilaporkan'’
.Adanya konsep keadilan restoratif dalam
perkara tindak pidana dinilai akan lebih
mempermudah pelaksanaan sistem hukum.
di Indonesia karena akanlebihfokus pada
solusi bukan hanya penjara karena
hukuman penjara merupakan tujuan akhir
daripada tindak pidana, karena tidak dapat
dibayangkan ketika jika hanya hal-hal
kecil atau bahkan hal-hal yang dapat
diatasi secara pribadi dilaporkan semua
kepada aparat penegak hukum kemudian
ditindaklanjuti dalam proses litigasi, bukan
adanya jera dari pelaku melainkan hanya
kepuasan batin dari korban tersendiri dan
justru tidak tercapainya salah satu tujuan
hukum pidana yakni perdamaian.

C. KESIMPULAN

Prinsip keadilan restoratif dalam
penyelesaian perkara pidana di Indonesia
bukan merupakan hal yang relatif baru di
Indonesia  karena  sebagai  model
penyelesaian sengketa yang merupakan
salah satu jenis pemidanaan alternatif
dalam sistem hukum pidana sejalan
dengan tujuan sanksi pidana menurut
konsep hukum adat, yaitu mengembalikan
keseimbangan  kosmis, keseimbangan
antara dunia lahir dengan dunia gaib,
untuk mendatangkan rasa damai antara
sesama warga masyarakat atau antara
anggota masyarakat dengan
masyarakatnya. D1 samping itu
pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam
arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan
adil baik oleh terhukum maupun oleh
korban dan oleh masyarakat, sehingga
dengan demikian gangguan,
ketidakseimbangan atau konflik tersebut
akan menjadi sirna. Keadilan restoratif
adalah proses penyelesaian pelanggaran
hukum yang di lakukan dengan

1 Siswanto  Sunarso.  (2014).

Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. ,
Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
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mempertemukan korban dan pelaku, dalam
pertemuan tersebut, mediator memberi
kesempatan kepada para pelaku untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang
tindakan yang telah dilakukannya. Konsep
pendekatan restoratif muncul sebagai
alternatif, dimana pendekatan restoratif
merupakan  pengembangan  pemikiran
manusia yang didasarkan pada tradisi
peradilan dalam penyelesaian masalah
tindak pidana. Penyelesaian permasalahan

bagi pelaku tindak pidana yang

menggunakan  pendekatan  keadilan

restoratif ini  menitikberatkan  pada

keadilan bagi pelaku dan korban.
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